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Abstract. The principle of justice constitutes the core of debates regarding the permissibility of polygamy in
Islamic law; however, the standards used to assess justice in judicial practice still vary between countries. This
study comparatively examines how the Malaysian Syariah Court and the Indonesian Religious Court implement
the concept of justice as the primary requirement for granting polygamy permits in judicial practice. The research
employs a comparative legal approach and normative-juridical analysis of court decisions and statutory
regulations applicable in both countries. The findings reveal that although both judicial systems refer to Qur’an
Surah An-Nisa verse 3 as the normative foundation, significant differences exist in the mechanisms for proving
Justice, the consideration of the interests of existing wives, and the role of judges in assessing the feasibility of
polygamy applications. Malaysia tends to apply a more structured standard of justice through strict technical
regulations, while Indonesia provides broader judicial discretion by considering sociological aspects. Both
countries also face similar challenges in translating immaterial justice into objective, consistent, and measurable
legal decisions.
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Abstrak. Prinsip keadilan merupakan inti dari perdebatan mengenai kebolehan poligami dalam hukum Islam,
namun standar penilaiannya dalam praktik peradilan masih berbeda antarnegara. Penelitian ini mengkaji secara
komparatif bagaimana Mahkamah Syariah Malaysia dan Pengadilan Agama Indonesia menerapkan konsep
keadilan sebagai syarat utama pemberian izin poligami dalam praktik peradilan. Penelitian menggunakan
pendekatan hukum komparatif dan analisis yuridis-normatif terhadap putusan pengadilan serta peraturan
perundang-undangan yang berlaku di kedua negara. Hasil penelitian menunjukkan bahwa meskipun kedua sistem
peradilan sama-sama merujuk pada Al-Qur’an Surah An-Nisa ayat 3 sebagai dasar normatif, terdapat perbedaan
signifikan dalam mekanisme pembuktian keadilan, pertimbangan terhadap kepentingan istri yang telah ada, serta
peran hakim dalam menilai kelayakan permohonan poligami. Malaysia cenderung menerapkan standar keadilan
yang lebih terstruktur melalui regulasi teknis yang ketat, sedangkan Indonesia memberikan ruang diskresi yudisial
yang lebih luas dengan mempertimbangkan aspek sosiologis. Kedua negara juga menghadapi tantangan yang
sama dalam mengukur keadilan immateri ke dalam putusan hukum yang objektif, konsisten, dan terukur.

Kata kunci: hukum keluarga Islam komparatif; keadilan; Mahkamah Syariah Malaysia; Pengadilan Agama
Indonesia; Poligami.

1. LATAR BELAKANG

Praktik poligami dalam masyarakat Muslim telah lama menjadi titik temu antara teks
normatif agama, tradisi budaya, dan tuntutan hukum positif modern. Di satu sisi, kebolehan
berpoligami secara terbatas diakui dalam Al-Qur'an Surah An-Nisa ayat 3, yang merumuskan
syarat utamanya berupa kemampuan berlaku adil (Ramadhani & Jais, 2025). Di sisi lain,
perkembangan negara hukum modern mendorong formalisasi perkawinan melalui regulasi
yang menuntut pengawasan institusional atas praktik tersebut. Akibatnya, persoalan poligami
tidak lagi sepenuhnya berada di ranah wacana fikih semata, melainkan telah memasuki wilayah

peradilan yang memiliki mekanisme, prosedur, dan standar pembuktian yang baku

(Nurhidayah et al., 2026).
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Dua negara dengan populasi Muslim terbesar di kawasan Asia Tenggara, yaitu
Malaysia dan Indonesia, telah mengembangkan sistem peradilan Islam yang cukup matang
namun dengan karakter masing-masing. Malaysia mengandalkan Mahkamah Syariah yang
memiliki yurisdiksi personal atas umat Islam, termasuk perkara perkawinan seperti
permohonan izin poligami. Indonesia, di lain pihak, menjalankan peradilan Islam melalui
Pengadilan Agama yang sejak Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan
mendapatkan mandat konstitusional yang semakin kuat (MOHD, 2019).

Kendati sama-sama berakar pada figh Islam klasik, kedua sistem ini berevolusi dalam
konteks sosial, politik, dan hukum yang berbeda, sehingga menghasilkan praktik peradilan
yang tidak selalu seragam.

Keadilan dalam konteks poligami merupakan konsep yang sejak awal telah
diperdebatkan oleh para ulama klasik. Mayoritas mazhab menafsirkan "adil" yang dimaksud
ayat tersebut sebagai keadilan materi atau lahiriah, mencakup pembagian waktu, natkah, dan
tempat tinggal yang proporsional. Sementara sebagian pemikir reformis modern, merujuk
kelanjutan ayat yang sama, berpendapat bahwa keadilan sejati termasuk keadilan batin dan
emosional secara hakikat tidak dapat dicapai manusia, sehingga poligami seharusnya ditutup
kemungkinannya dalam hukum positif (Diana & Khoiriyah, 2024). Perdebatan intelektual ini
memberi latar belakang epistemologis yang penting bagi studi komparatif mengenai cara
pengadilan menerjemahkan nilai keadilan ke dalam putusan konkret.

Meski demikian, kajian yang secara spesifik dan mendalam membandingkan praktik
Mahkamah Syariah Malaysia dengan Pengadilan Agama Indonesia dalam konteks keadilan
poligami masih relatif terbatas. Sebagian besar penelitian terdahulu menunjukkan
kecenderungan metodologis yang terfragmentasi. Di satu sisi, studi-studi seperti yang
dilakukan oleh Khafsoh (2022) lebih menekankan analisis dalam satu yurisdiksi tertentu,
sehingga menghasilkan pemahaman yang kontekstual namun terbatas secara komparatif
(Khafsoh et al., 2022). Oleh karena itu, diperlukan pendekatan yang mengintegrasikan analisis
komparatif dengan kajian yudisial empiris untuk memperoleh gambaran yang lebih
komprehensif. Penelitian ini bertujuan untuk: pertama, mengidentifikasi standar dan
mekanisme pembuktian keadilan yang diterapkan oleh Mahkamah Syariah Malaysia dalam
perkara izin poligami; kedua, menganalisis pendekatan Pengadilan Agama Indonesia dalam
menilai syarat keadilan pada permohonan izin poligami; ketiga, membandingkan persamaan
dan perbedaan mendasar antara kedua sistem tersebut dari perspektif keadilan hukum dan
keadilan gender; serta keempat, merumuskan rekomendasi konseptual untuk penguatan standar

penilaian keadilan di kedua yurisdiksi.
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2. KAJIAN TEORITIS
Keadilan dalam Perspektif Fikih Islam dan Hukum Positif
Fondasi normatif poligami dalam Islam bersumber pada Surah An-Nisa (4): 3 yang

'

terjemahannya kira-kira berbunyi: "...maka nikahilah perempuan-perempuan yang kamu
senangi dua, tiga, atau empat. Tetapi jika kamu khawatir tidak akan mampu berlaku adil, maka
cukup satu..." Ayat ini secara implisit meletakkan keadilan sebagai conditio sine qua non
kebolehan poligami (Marisa, 2022). Para ulama figh klasik, seperti Imam al-Syafi'i, dan Imam
Hanbal, telah lama mempersyaratkan kemampuan berlaku adil sebagai kewajiban yang
mengikat suami yang hendak berpoligami, meski pandangan mereka bervariasi mengenai
cakupan keadilan yang dimaksud (Zulkarnain, 2020).

Dalam perkembangan kontemporer, terdapat dua arus pemikiran yang dominan. Arus
pertama, mempertahankan kebolehan poligami dengan penguatan syarat keadilan yang diukur
secara materi dan prosedural (Igbal et al., 2025). Arus kedua, yang diwakili pemikir feminis
Muslim seperti Wadud (2022) berpendapat bahwa keadilan sejati dalam relasi poligamis secara
struktural tidak memungkinkan, karena menciptakan hierarki di antara istri-istri yang secara
inheren tidak setara (Fitriani & Hidayatuzzahra, 2025). Perbedaan pandangan ini tidak sekadar
bersifat teologis, melainkan berimplikasi langsung pada konstruksi norma hukum positif di
berbagai negara Muslim.

Dalam teori hukum modern, keadilan dapat dipahami melalui sejumlah framework.
John Rawls dalam bukunya A Theory of Justice meletakkan keadilan sebagai fairness, yakni
prinsip yang akan dipilih oleh individu rasional di balik "selubung ketidaktahuan" (veil of
ignorance) ketika mereka tidak mengetahui posisi sosial mereka (Siyam, 2024). Dalam konteks
hukum keluarga Islam, pendekatan ini relevan untuk mengevaluasi apakah prosedur pemberian
1zin poligami sudah mempertimbangkan kepentingan semua pihak secara seimbang, termasuk
dan terutama istri yang sudah. Sementara itu, teori keadilan substantif dalam jurisprudensi
Islam menekankan pentingnya maslahah mursalah pertimbangan kemaslahatan umum sebagai
panduan putusan hakim (Pratama et al., 2025).

Regulasi Poligami di Malaysia

Malaysia mengatur poligami melalui undang-undang negeri hukum keluarga Islam
yang berlaku di masing-masing negara bagian, mengingat hukum personal Islam merupakan
kewenangan pemerintah negeri, bukan persekutuan. Meski terdapat variasi minor antar negeri,
Akta Undang-undang Keluarga Islam (Wilayah-wilayah Persekutuan) 1984 (Akta 303) sering
dijadikan rujukan utama karena menjadi model bagi enakmen negeri-negeri lain. Seksyen 23

Akta 303 secara tegas mensyaratkan izin Mahkamah Syariah sebelum seseorang dapat
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berpoligami. Hakim harus berpuas hati bahwa perkawinan yang dicadangkan adalah "patut dan
perlu" (just and necessary) berdasarkan sejumlah faktor: ketidakmampuan istri yang sedia ada,
kondisi kemandulan, kelainan fisik atau mental istri, atau jika suami mampu berlaku adil
kepada semua istri (Awang, 2024).

Namun dalam praktiknya, studi empiris mengenai praktik peradilan menunjukkan
bahwa Mahkamah Syariah di Malaysia menghadapi tantangan dalam menilai unsur “patut dan
perlu” secara konsisten. Analisis terhadap putusan-putusan pengadilan menunjukkan bahwa
pemenuhan syarat tersebut sangat bergantung pada interpretasi hakim, khususnya dalam
menilai kemampuan berlaku adil yang sering kali direduksi pada aspek finansial. Kondisi ini
mengindikasikan adanya kesenjangan antara ketentuan normatif dalam undang-undang dan
implementasi yudisial di lapangan (Mustaqim & A, 2025) (Nor et al., 2021).

a. Regulasi Poligami di Indonesia

Indonesia mengatur poligami melalui Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang
Perkawinan yang kemudian dijabarkan lebih lanjut dalam Peraturan Pemerintah Nomor 9
Tahun 1975 (Furqoni, 2023). Sedangkan, khusus untuk pegawai negeri sipil, PP Nomor 10
Tahun 1983 (Filardhi et al., 2023). Pasal 4 dan 5 UU Perkawinan menetapkan bahwa
pengadilan hanya dapat memberikan izin berpoligami apabila memenuhi salah satu dari tiga
alasan alternatif: istri tidak dapat menjalankan kewajiban, istri mendapat cacat badan atau
penyakit, dan istri tidak dapat melahirkan keturunan. Di samping itu, Pasal 5 menetapkan syarat
kumulatif berupa: adanya persetujuan istri, kepastian kemampuan suami menjamin kebutuhan
hidup para istri, dan ada jaminan bahwa suami akan berlaku adil terhadap para istri (Rangkuti
et al., 2026).

Dalam ranah hukum materiil, Kompilasi Hukum Islam (KHI) yang dikeluarkan melalui
Inpres Nomor 1 Tahun 1991 memperkuat dan memperluas ketentuan ini, khususnya pada Pasal
55-59. KHI menegaskan kembali syarat mampu berlaku adil sebagai landasan utama, sekaligus
menjelaskan bahwa izin poligami dari pengadilan merupakan syarat sahnya poligami tersebut
secara hukum. Tanpa putusan pengadilan, perkawinan kedua dan seterusnya dianggap tidak
sah secara hukum positif meskipun secara agama mungkin dipandang berbeda (Setiono &
Bahroni, 2020).

Sejumlah penelitian mengenai putusan Pengadilan Agama di Indonesia menunjukkan
bahwa hakim tidak hanya menggunakan pendekatan normatif, tetapi juga mempertimbangkan
aspek sosiologis dan kondisi keluarga secara lebih holistik (Syahrin et al., 2022). Namun

demikian, studi-studi tersebut juga mengungkap adanya disparitas putusan dalam perkara
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poligami, yang menunjukkan bahwa penilaian hakim sangat dipengaruhi oleh diskresi yudisial
(Kurniawan et al., 2025). Dalam praktiknya, indikator keadilan sering kali direduksi pada aspek
yang lebih mudah dibuktikan, kemampuan finansial atau persetujuan istri, sementara dimensi
keadilan psikologis dan emosional sulit diverifikasi. Hal ini mengindikasikan bahwa perluasan
diskresi yudisial tidak selalu berbanding lurus dengan perlindungan substantif terhadap

perempuan (Aminah & Muala, 2023).

3. METODE PENELITIAN

Penelitian ini menggunakan pendekatan yuridis-normatif (legal research) yang
dikombinasikan dengan pendekatan komparatif. Pendekatan yuridis-normatif diterapkan untuk
mengkaji ketentuan hukum positif, putusan pengadilan, dan doktrin hukum Islam yang relevan
sebagai data primer. Sementara pendekatan komparatif digunakan untuk menelaah persamaan
dan perbedaan antara dua sistem hukum yang berbeda secara sistematis dan analitis (Rosadi &
Al-Hakim, 2025). Jenis penelitian ini adalah penelitian hukum kepustakaan (/ibrary research)
yang bersifat kualitatif, dengan penekanan pada analisis tekstual-interpretatif atas bahan
hukum (Sugiyono, 2023).

Bahan hukum primer meliputi: (1) peraturan perundang-undangan, yaitu Akta Undang-
undang Keluarga Islam (Wilayah Persekutuan) 1984 dan enakmen hukum keluarga Islam
negeri-negeri di Malaysia, serta UU Nomor 1 Tahun 1974, PP Nomor 9 Tahun 1975, PP Nomor
10 Tahun 1983, dan Kompilasi Hukum Islam di Indonesia; (2) putusan pengadilan representatif
dari Mahkamah Syariah Malaysia (terutama Mahkamah Rendah Syariah dan Mahkamah
Tinggi Syariah Selangor, Kuala Lumpur, dan Johor Bahru) serta Pengadilan Agama Indonesia
dalam kurun waktu 2018-2024.

Bahan hukum sekunder mencakup jurnal ilmiah, buku, laporan penelitian, dan disertasi
yang relevan dengan topik. Penelitian ini merujuk pada minimal 20 sumber akademis yang
terbit pada tahun 2019 ke atas, dengan pengecualian untuk karya-karya teoritis dasar yang telah
mapan dalam di kursus akademik. Bahan tersier berupa kamus hukum, ensiklopedia Islam, dan

panduan penulisan akademik digunakan sebagai penunjang.
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4. HASIL DAN PEMBAHASAN
Kerangka Normatif I1zin Poligami di Malaysia
Arsitektur Hukum dan Prosedur Permohonan

Sistem hukum keluarga Islam Malaysia dibangun di atas arsitektur dual-track: hukum
perdata federal berlaku bagi non-Muslim, sementara hukum keluarga Islam dikelola oleh
masing-masing pemerintah negeri. Dalam konteks poligami, Seksyen 23 Akta Undang-undang
Keluarga Islam (Wilayah Persekutuan) 1984 menjadi landasan prosedural yang paling sering
dirujuk, karena serupaannya dengan enakmen di negeri-negeri lain. Pasal ini mewajibkan calon
poligamis untuk mengajukan permohonan kepada Mahkamah Syariah sebelum melangsungkan
pernikahan berikutnya, dan mahkamah diberi diskresi untuk mengabulkan, menolak, atau
meminta pembuktian tambahan (Umah et al., 2025).

Prosedur permohonan meliputi beberapa tahap yang cukup detail. Pemohon wajib
mengisi borang permohonan yang menyertakan alasan permohonan, perincian keuangan, dan
pernyataan mengenai kemampuan berlaku adil. Mahkamah kemudian memanggil istri yang
sedia ada untuk hadir dan menyatakan sikap terhadap permohonan tersebut. Dalam beberapa
kasus, Mahkamah juga memerintahkan pemeriksaan latar belakang keuangan pemohon oleh
hakim syarie atau anggota majlis agama Islam yang ditunjuk (Awang, 2024). Proses ini secara
normatif terlihat cukup ketat dan prosedural.

Standar Keadilan dalam Putusan Mahkamah Syariah Malaysia

Apa yang paling menonjol dari analisis putusan Mahkamah Syariah Malaysia adalah
kecenderungan mereduksi "kemampuan berlaku adil" ke dalam dimensi finansial semata.
Dalam banyak putusan yang dikaji, hakim memeriksa kemampuan suami dalam hal:
pendapatan bulanan, kepemilikan aset, kemampuan menyediakan tempat tinggal yang layak
bagi istri-istri, dan rencana pembagian nafkah. Dokumen-dokumen yang biasanya diminta
meliputi slip gaji, penyata bank, dan surat penilaian harta benda (Awang, 2024).

Meskipun kerangka hukum keluarga Islam di Malaysia menempatkan Mahkamah
Syariah sebagai institusi yang harus menilai permohonan poligami berdasarkan kepentingan
semua pihak, studi empiris menunjukkan bahwa dalam praktiknya pertimbangan hakim sering
kali berfokus pada aspek formal dan prosedural kemampuan finansial dan persetujuan istri
(Zain et al., 2023). Sementara itu, dimensi keadilan yang lebih substantif, termasuk aspek
psikologis dan emosional, cenderung sulit diverifikasi dalam proses pembuktian dan karenanya
kurang mendapat perhatian dalam pertimbangan putusan. Kondisi ini mencerminkan adanya
kesenjangan antara tujuan normatif hukum dan implementasi yudisial di lapangan (Awang,

2024).
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Kajian ini menegaskan bahwa kerangka hukum keluarga Islam di Malaysia, khususnya
dalam konteks regulasi poligami melalui institusi Mahkamah Syariah, menghadapi tantangan
fundamental berupa kesenjangan antara tujuan normatif dan realitas implementasi yudisial.
Mahkamah Syariah sebagai institusi penegak hukum telah menjalankan fungsinya sesuai
dengan mekanisme prosedural yang berlaku, namun standar keadilan substantif yang menjadi
inti dari persyaratan poligami dalam Islam belum sepenuhnya terwujud dalam praktik
pengambilan keputusan. Reduksi konsep keadilan menjadi parameter yang semata-mata dapat
diukur secara formal mencerminkan keterbatasan epistemologis dalam sistem pembuktian
yang ada, sekaligus menunjukkan bahwa dimensi psikologis dan emosional para pihak yang
terdampak belum mendapat ruang yang memadai dalam pertimbangan hakim.

Oleh karena itu, pembaruan yang diperlukan bukan hanya bersifat prosedural,
melainkan harus menyentuh akar persoalan, yakni bagaimana lembaga peradilan
mendefinisikan dan mengoperasionalisasikan keadilan secara lebih holistik dan kontekstual.
Tanpa reformasi epistemologis dan kelembagaan yang sistematis, kesenjangan antara cita
hukum dan praktik yudisial akan terus berlangsung dan pada akhirnya merugikan pihak-pihak
yang paling rentan dalam relasi hukum keluarga, terutama perempuan dan anak-anak.
Arsitektur Hukum dan Prosedur di Pengadilan Agama

Regulasi poligami di Indonesia berpijak pada tiga lapisan norma yang saling
melengkapi. Lapisan pertama adalah UU No. 1 Tahun 1974 yang meletakkan prinsip-prinsip
dasar. Lapisan kedua adalah PP No. 9 Tahun 1975 yang menjabarkan prosedur teknis
permohonan. Lapisan ketiga adalah Kompilasi Hukum Islam (KHI) yang mengintegrasikan
dimensi figh ke dalam sistem hukum positif Indonesia. Dalam ketiga regulasi ini, syarat
materiil poligami bersifat kumulatif: ada persetujuan istri, ada kemampuan menafkahi, dan ada
jaminan berlaku adil (Hopipah & Syafe’i, 2023).

Prosedur permohonan poligami di Pengadilan Agama diawali dengan pengajuan
permohonan tertulis yang dilengkapi dokumen pendukung, 713> keterangan penghasilan,
persetujuan istri, dan alasan permohonan sebagaimana diatur dalam peraturan perundang-
undangan. Dalam proses pemeriksaan, pengadilan memanggil istri untuk didengar
keterangannya sebagai bagian dari pembuktian. Meskipun secara hukum acara perkara ini
diklasifikasikan sebagai permohonan, praktik persidangannya tidak sepenuhnya bersifat ex
parte karena melibatkan pihak lain yang berkepentingan. Dengan demikian, terdapat ruang
yang relatif lebih terbuka bagi istri untuk menyampaikan persetujuan maupun keberatan secara

formal dalam persidangan (Aisyah, 2019).
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Analisis Komparatif: Persamaan dan Perbedaan
Titik Konvegensi

Meskipun beroperasi dalam konteks hukum yang berbeda, Mahkamah Syariah
Malaysia dan Pengadilan Agama Indonesia menunjukkan sejumlah titik konvergensi yang
signifikan. Pertama, keduanya sama-sama menempatkan kemampuan berlaku adil sebagai
syarat substantif utama yang harus dibuktikan, merujuk pada landasan normatif Al-Qur'an yang
sama. Tidak ada di antara keduanya yang secara eksplisit mengabaikan syarat ini dalam
regulasinya, meski implementasinya bervariasi (Tanjung et al., 2025).

Kedua, baik Malaysia maupun Indonesia menempatkan mekanisme izin pengadilan
sebagai alat kontrol negara atas poligami, yang membedakannya dari negara-negara yang
membiarkan poligami beroperasi di luar sistem pengadilan formal. Langkah ini secara
konseptual merupakan kompromi antara pengakuan atas kebolehan poligami dalam Islam dan
kebutuhan perlindungan hukum bagi perempuan. Dalam kerangka ini, pengadilan berposisi
sebagai penjaga yang seharusnya menyaring permohonan berdasarkan standar keadilan yang
terukur (Tanjung et al., 2025).

Ketiga, keduanya menghadapi tantangan struktural yang serupa: kesulitan
mengoperasionalisasi keadilan immaterial (khususnya keadilan batin dan emosional) ke dalam
parameter hukum yang konkret dan dapat dibuktikan di depan pengadilan. Sifat keadilan yang
multidimensional dan sebagian bersifat privat menjadikannya sulit untuk diverifikasi secara
yudisial, bahkan oleh pengadilan yang paling berkomitmen sekalipun terhadap perlindungan
perempuan (Aziz et al., 2025).

Titik Divergensi

Perbedaan antara kedua sistem ini terletak pada beberapa dimensi kritis. Dimensi
pertama adalah tingkat spesifisitas regulasi. Malaysia memiliki kerangka regulasi yang lebih
terperinci dan rigid, dengan kriteria yang lebih eksplisit mengenai apa yang dianggap sebagai
syarat "patut dan perlu”’(Awang, 2024). Indonesia, sebaliknya, lebih mengandalkan ketentuan
umum yang memberikan ruang kewenangan hakim atau peradilan lebih lebar (Ahsani et al.,
2024).

Dimensi kedua adalah bobot yang diberikan terhadap persetujuan istri. Di Indonesia,
persetujuan istri secara formal merupakan syarat kumulatif yang harus dipenuhi bersama
syarat-syarat lainnya (Nugraha & Akbar, 2025). D1 Malaysia, persetujuan istri bukan syarat
mutlak secara hukum, meskipun dalam praktiknya memiliki pengaruh kuat terhadap putusan

(Mahmod et al., 2024).
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Implikasi dari perbedaan tersebut tampak pada posisi hukum istri dalam kedua sistem.
Di Indonesia, persetujuan istri secara normatif diposisikan sebagai syarat penting yang
mencerminkan perlindungan hukum terhadap perempuan. Namun, sejumlah studi
menunjukkan bahwa dalam praktiknya syarat tersebut tidak selalu bersifat menentukan, karena
hakim tetap dapat mempertimbangkan faktor lain seperti kemaslahatan dan kondisi keluarga.
Sebaliknya, di Malaysia, persetujuan istri tidak selalu menjadi syarat absolut, karena
Mahkamah Syariah memiliki kewenangan untuk menilai apakah permohonan poligami
memenuhi kriteria “patut dan perlu”. Meskipun demikian, kerangka regulasi yang lebih rinci
memberikan ruang bagi hakim untuk mempertimbangkan kepentingan istri secara lebih
komprehensif. Perbedaan ini menunjukkan bahwa kedua sistem memiliki pendekatan yang
berbeda dalam menyeimbangkan perlindungan formal dan substansial terhadap perempuan.

Dimensi ketiga adalah peran hakim. Pengadilan Agama Indonesia, dengan latar
belakang sistem hukum yang lebih terpengaruh hukum kontinental (civil law), cenderung
memberikan peran aktif pada hakim untuk menggali fakta-fakta yang relevan melampaui apa
yang diajukan para pihak (Sudirman L, 2021). Mahkamah Syariah Malaysia, dengan pengaruh
common law yang lebih kuat melalui sistem hukum kolonial Inggris, pada umumnya lebih
bersifat adversarial dan reaktif terhadap apa yang dibuktikan para pihak (Shah, 2025). Namun
perbedaan ini tidak absolut, dan dalam perkara-perkara tertentu kedua pengadilan dapat
menunjukkan pendekatan yang berlawanan dari kecenderungan umumnya.

Dimensi keempat adalah aksesibilitas perempuan terhadap peradilan. Secara
prosedural, di Malaysia, posisi istri dalam proses permohonan poligami lebih cenderung
sebagai pihak yang didengar keterangannya oleh Mahkamah Syariah, di mana ia dipanggil
untuk memberikan testimoni atau menyampaikan keberatan terhadap permohonan. Namun, ia
tidak menempati posisi sebagai pihak litigasi penuh yang secara aktif mengendalikan proses
pembuktian (Nor et al., 2021). Sejumlah penelitian menunjukkan bahwa partisipasi istri dalam
persidangan sering kali terbatas pada pemberian keterangan, sementara evaluasi utama tetap
berada pada dokumen dan penilaian hakim. Kondisi ini berbeda dengan Indonesia, di mana
keterlibatan istri dalam proses persidangan relatif lebih kuat secara prosedural(Nurhidayah et
al., 2026). Akibatnya, secara formal kapasitas istri untuk mempengaruhi hasil perkara,
termasuk melalui penyampaian bukti dan keberatan, cenderung lebih terbatas dalam sistem

Malaysia dibandingkan dengan Indonesia.
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Analisis Kritis: Kesenjangan antara Idealitas dan Realitas

Salah satu kritik paling fundamental terhadap praktik peradilan poligami di kedua
negara adalah kecenderungan mereduksi keadilan yang multidimensional menjadi sekedar
keadilan ekonomi-finansial. Kemampuan memberikan nafkah yang setara kepada semua istri
memang merupakan aspek keadilan yang paling mudah diverifikasi secara yudisial, karena
dapat diukur dengan angka dan dokumen keuangan. Namun hal ini hanya menangkap satu
dimensi dari sebuah konsep yang jauh lebih luas dan kompleks (Nisa, 2026).

Keadilan dalam relasi perkawinan mencakup setidaknya tiga lapisan. Pertama, keadilan
materi: pembagian nafkah, tempat tinggal, dan kebutuhan fisik yang proporsional. Kedua,
keadilan waktu: pembagian giliran bermalam dan kebersamaan yang setara. Ketiga, keadilan
emosional dan psikologis: kemampuan memberikan perhatian, kasih sayang, dan dukungan
emosional yang setara kepada semua istri. Lapisan pertama relatif mudah diverifikasi; lapisan
kedua agak lebih sulit namun masih dapat dinilai; lapisan ketiga hampir sepenuhnya immateri
dan sangat sulit--jika tidak mustahil--untuk dijadikan standar pembuktian yudisial (Prabowo,

2021)

5. KESIMPULAN

Dari serangkaian analisis komparatif yang telah diuraikan, penelitian ini sampai pada
beberapa kesimpulan utama. Pertama, baik Mahkamah Syariah Malaysia maupun Pengadilan
Agama Indonesia telah membangun kerangka normatif yang secara formal menempatkan
keadilan sebagai syarat substantif izin poligami. Namun dalam implementasinya, keduanya
masih menghadapi tantangan serius dalam mengoperasionalisasi keadilan multidimensional ke
dalam standar pembuktian yang konkret dan terukur.

Kedua, Malaysia dan Indonesia menunjukkan divergensi pada beberapa aspek kritis:
tingkat spesifisitas regulasi, bobot yang diberikan pada persetujuan istri, peran aktif hakim
dalam penggalian fakta, dan aksesibilitas perempuan dalam proses peradilan. Tidak ada di
antara keduanya yang dapat dengan mudah diklaim "lebih baik" secara menyeluruh; masing-
masing memiliki keunggulan dan kelemahan yang saling melengkapi.

Ketiga, kecenderungan mereduksi keadilan pada dimensi finansial-material semata
merupakan kelemahan sistemik yang ditemukan di kedua yurisdiksi. Keadilan psikologis,
emosional, dan temporal hampir tidak pernah menjadi objek pembuktian yang serius dalam

proses peradilan. Fenomena poligami informal yang marak di kedua negara mengindikasikan
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bahwa regulasi formal belum berhasil sepenuhnya mengakomodasi kebutuhan perlindungan

yang sesungguhnya.
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